WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 46g/1006 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN JENAZAH DAN
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DI KOTA SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun
Korps Pegawai Republik Indonesia yang ke 48,
Pemerintah Kota Semarang akan melakukan
pembebasan retribusi pelayanan pemakaman
jenazah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah di
Kota Semarang;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas,
maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota
Semarang tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan
Pemakaman Jenazah dan Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah di Kota Semarang.

Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234); / v




5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat Il Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3079);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang
Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan
Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-
kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap,
Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan
Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il
Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3097);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun
2009 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi
Pelayanan Pemakaman Jenazah di Kota Semarang
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 30); CIJ
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12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 70), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor
126);

13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 201 1tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penbentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157);

16. Peraturan Walikota Semarang Nomor 65 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kota Semarang (Berita Daerah Kota
Semarang Tahun 2016 Nomor 65).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Membebaskan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah
dan retribusi pemakaian kekayaan daerah di Kota

Semarang. "
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Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU meliputi :

a. Pelayanan penyediaan tempat pemakaman dan
perpanjangannya;

b. Pelayanan pemakaman tumpang dan
perpanjangannya;

c. Pelayanan pembongkaran makam; dan

d. Penggunaan mobil jenazah.

Pembebasan retribusi pelayanan pemakaman jenazah
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku bagi
jenazah atau ahli waris yang memiliki KTP Kota
Semarang.

Pembebasan retribusi pelayanan pemakaman jenazah
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk
Tempat Pemakaman Umum (TPU) milik Pemerintah Kota
Semarang.

Pembebasan retribusi pemakaian kekayaan daerah
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk
penggunaan mobil jenazah satu kali pakai di dalam Kota
Semarang.

Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU mulai berlaku pada tanggal 7 Oktober 2019
sampai dengan 29 Februari 2020.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 07 Oktober 2019

/ WALIKOTA SEMARANG, (T/

/ HENDRAR PRIHADI }

SALINAN disampaikan Kepada Yth. :
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. Ketua DPRD Kota Semarang;

. Wakil Walikota Semarang;

. Sekretaris Daerah Kota Semarang;

. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;

. Inspektur Kota Semarang;

. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang;

. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang;

. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang.




